
MENTERI ENERG1 BAN SUMBER DAYA MINERAL 
WEPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUNIBER DAYA MINERAL 
NOMOR 0 0 2 3  K / I J / M E M / ~ ~ O ~  

lZlN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUM1 MELALUI PlPA 
KEPADA PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS) 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER GAYA MINERAL, 

a 
Membaca : 1. Surat Direktur lltama PT Pertamina (Persero) Nomor 

7011C0000012008-SO tanggal 21 Me1 2008, Nomor 
11761C0000012008-S1 tanggal 4 September 2008 dan Nomor 
16511C3000012008-SO tanggal 31 Desember 2008; 

2. Surat Direktur Utania PT Periamina Gas (Pertagas) Nomor 
405/PGOC00/2008-SO tansgal G Agustus 2008; 

3.Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 
1724211 OlDJM.Sl2008 tanggal 26 September 2008 dan Nomo: 
16511S0000012008-SO tanggal 31 Desember 2008; 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan D~ktum Keenam huruf a Keputusan 
Menteri Energi d a ~  Sumber Daya Mineral Nomor 1565 
Kl10lMEM12008 tangyar 21 April 2008 tentang lzin Usaha 
Pengangkutan Minyak Bunli dan Gas Bumi kepada PT Pertamina 
(Persero), sebagaimana telah diubah dengan Kepcltusan Menteri 
Energi dan Sumbar Daya Mineral Nomor 0019 Kl101MEMl2009 
tanggal 12 Januari 2009, Izin Usaha Periyangkutan Gas Bumi PT 
Pertamina (Perseroj dapat d~alihkan kepada anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero); 

b. bahwa PT Pertamina (Persero) bermaksud mengalihkan lzin 
Usaha Pengangkutarl Gas Bumi kepada PT Pertamina Gas 
(Pertagas) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero); 

c. bahwa berdasarkan pertirr~bangan sebagaimana dimaksud dalam 
hurut a dan huruf b, dan sesuai hasil penel~tianlevaluasi terhadap 
data administras~ dan teknls serta untuk memberikan kepastian 
hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perlu 
menetapkan lzin Usaha F'engangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 
kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) dalam suatu Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 

Mengingat : I. Undang-llndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 47 52); 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan 
Pengatur Penyediaan tlan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Kegiatan Usatla Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 
(1-emharan Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4253); 

3. Peraturan Pemeriniah Nornor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 
(PERTAMINA) Menjadi Permahaan Perseroan (Persero) 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dari Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436); 

5. Keputusar! Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 
20@4 sebagaimaca telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Ncmor 771P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 
2007; 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 
Tahun 2005 tanggal :Zi April 2005 tentang Persyaratan dan 
Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Burni; 

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 
K/IO/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang lzin Usaha I 

Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina 
(Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0019 K/10/MEMl2009 
tanggal 12 Januar~ 2009 tentang Perubahan atas Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 

a K/IO/MEM/2008 tentang lzin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPlJTlJSAN MENTEKI IZNERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG lZlN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUM1 MELALUI 
PlPA KEPADA PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS). 

KESATU : Memberikan lzin Usai-ia Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 
kepada : 

Nama Badan Usaha : PT Pertamina Gas (Pertagas) 
Direktur Utama/Penanggurig jawab : Suharyanto 
NPWP : 01.061.403.0-051.000 
Alamat Badan Usaha : Gedung Oil Center 

JI. M.H. Thamrin Lt 2 Kav 55, 
Jakarta 

Jenis kegiatan usaha : Pengangkutan Gas Bumi 
Meialui Pipa 



KEDUA : lzin Usaha Penganglcutan Sas Bum1 Melalui Prpa  set.^:.!: . 
dimaksud dalam Dikturn Kesatu diberikan untuk key~:;t:~li 
Pengangkutan Gas Rum1 melalur P~pa  dengan faslllt3s d : ~  
jar~ngan pipa transm~s~ sebaga~mana tercanturn dalSirn 
Keputusan rdenter~ In1 

KETIGA : Dalan? rnelaksanakan kegiatan usaha Perigangkutan Gas Di  r:-ii 
Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalani Drkturn Kc:: 
PT Pertamina Gas (Pertasas) wajib : 

a. memenuhi dan !neniatuhi ketentuan peraturan per~rnciarig- 
undangan; 

b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu ses~rai 
dengan yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

c. rnenjamin dar~ bertangyungjawab atas penggunaan peralatan, 
lteakuratan dan sisterrl alat ukur yang digunakan sesuai standar, 
berdasarkan ketentuarl peraturan perundang-undangan; 

d. rnenjamin keselamat2n, kesehatan kerja dan pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta 
menggunakan kaidah lteteknikan yang haik; 

I 

e. memberikan kesempat.an kepada Badan Usaha lain untuk secara 
bersama menianfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas 
bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan 
aspek teknis dan ekonomis; 

f. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai 
perubanan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa yang rnengakibatkan penambahan lebih dari 30% 
(tiga puluh persen) dari kapasitas awal; 

g. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
mengenai penyesuaian lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa untuk penamballan kapasitas lebih dari 30 O/O (tiga 
puluh persen) dari kapasitas awal; 

h. menyampaikan laporall kepada Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
menyenai pelaksanaali kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa setiap 1 (satu) bulan sekali danlatau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur; 

i. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 



KEEMPAT : lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana 
dimaksud dalam Ditum Kesatu tidak meliputi kegiatan usaha 
Pengolahan, Penyimpanan dan Niaga Gas Bumi dan tidak 
merupakan usaha monopoli; 

KEENAM 

: a. l z ~ n  Usaha Pengangkutx~ Gas Bumi Melalui Pipa ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkannya Keputusan Meriteri ini sampai dengan 
tanggal 20 April 2028; 

b. lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini dapat 
diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin Usaha berakhir. 

: Terhadap PT Pertam~na Gas (Pertagas) dapat dikenakan sariksi 
berupa teguran tertul~s, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan 
dan pencabutan Izir! Usah(3 apabila : 
a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- 

undangan; 
b. tidak meinatuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan; 
c. tidak memenuhi kesanggupan sebayaimana yang telah 

disampaikan; 
d. Tidal., melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah 
lzin usaha ini diterb~tkan. 

KETUJUH : Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 
I 

undangan dan dengar) mempertimbanykan kebijakan terkait dengan 
pernbinaan dan pengawasan kegiatan usaha Pengangkutan Gas 
Bumi Melalui Pipa, te~tladap lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa PT Pertzmina Gas (Pertagas) dapat ditinjau kembali. 

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkar di Jakarta 
pads tanggal 1 4  J a n u a r i  2 0 0 9  

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan SumSer Daya Mineral 
2. lnspektur Jenderal Departemen Energi clan Sumber Daya Mineral 
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
4. Kepala Badan Pengatur i-lilir Minyak dan Gas Bumi 
5. Direktur Utarna PT Pertamima (Persero) 
6. Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) 



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI  DAN SZJMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0 0 2 3  K / ~ ~ / M E M / . ~ o o ~  

TANGGAL : 1 4  J a n u d r l   LOO(^ 

FASlLlTAS DAN SARANA JARINGAN PlPA TRANSMlSl 

KAPASITAS 
(MMSCFD) 

1 
2 
3 

NO. 

I B. SUMATERA UTARA (SUMUT) 

-- 

KABII<OTA RUAS 

Point B - PIM 
PIM - AAF 
AAF - KKA 

--f------ 

EXISTING 

I 

Aceh Utara, Lhokseum_awe 1 Aceh Utara 
Aceh Utara -- 

C. SUMATERA SELATAN (SUMSEL) 

151 1 - 4  
151 1 - 4  
151 1 - 4  
151 1 - 4  

(INCHI) 

14 
8 
12 
18 

30 
20 
25 
110 

Langkat 
Langkat - 

Langkat, Binjai 
Langkat, Binjai 

4 

-- 
7 

6.00 
2.00 
13.50 

6.50 
6.50 
51.60 
51.60 

Panqkalan Batu - P. Brandan 
Panqkalan Batu - P. Brandan 
P. Brandan - Wampu - 
P. Brandan - Wampu 

(KM) 
I KELAS 

LOKASl 

15 
15 
15 

1 - 4  
1 - 4  
1 - 4  

160 
70 
30 



NO. RUAS 

F. KAUMANTAN TIMUR 

KABIKOVA 

200 
200 
250 
200 

40 
41 
42 

KAPASITAS 
(MMSCFD) 

EXISTING 

39.70 
13.00 
13.00 
3.20 

(INCHI) 

Tanjunq Santan - SKG Boneng 
KM 53 - SKG Bontanq 
KM 53 - SKG Bontang 

20 
20 
20 
20 

(KM) 

1 - 4 
1 - 4 
1 - 4  
1 - 4  43 

Kutai Kartanegara, Bontang -, 

Bontang 
Bontanq - 

I KELAS 
LOKASl 

, Tanjunq Santan-Manifold KM 29 

16 
16 
20 

Kutai Kartanegara, Boritang 16 


